BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR   10 a  TAHUN 2006

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN ALIH PROFESI PENAMBANG PASIR KAWASAN PESISIR DAN SUNGAI MENJADI PETERNAK SAPI POTONG DI  KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dari kerusakan ekologi struktur tanah di kawasan pesisir dan sungai dipandang perlu melakukan upaya pengendalian kegiatan penambang pasir;

b. bahwa  untuk mempercepat pertambahan populasi ternak dan meningkatkan kualitas ternak perlu diupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas peternak di Kabupaten Bantul;

c. bahwa untuk mencapai daya guna yang optimal dalam pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diadakan alih profesi penambang pasir kawasan pesisir dan sungai menjadi peternak sapi potong;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati BAntul tentang Pedonam Pelaksanaan Program Alih Profesi Penambang Pasir Kawasan Pesisir dan Sungai Menjadi Peternak Sapi Potong di Kabupaten Bantul;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan-Bahan Galian;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengaman Pasir, kerikil, Dan BAtu Di Lingkungan Sungai dan Pesisir;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka PAnjang Daerah Kabupaten Bantul 2006 – 2030;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 2006 – 2010;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2006;



	Memperhatikan : 
	Keputusan Bupati Bantul Nomor 914/38/2006 tentang DASK Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan;




M E M U T U S K A N  :

Menetapkan 
:
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ALIH PROFESI PENAMBANG PASIR KAWASAN PESISIR DAN SUNGAI MENJADI PETERNAK SAPI POTONG DI  KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul;

3. Bupati adalah Kepala daerah Kabupaten Bantul;

4. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;

5. Ternak pemerintah adalah semua jenis ternak yang sumber pengadaannya berasal dari dana Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan MOU ( Perjanjian Kerjasama ) yang berlaku serta pengelolaan dan pengembangannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul;

6. Alih profesi adalah perpindahan profesi usaha ke profesi usaha yang lain, dalam hal ini perpindahan dari profesi semula penambang pasir menjadi peternak sapi potong.

BAB II

MAKSUD,TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

(1) Bantuan dana alih profesi dimaksudkan untuk mengalihkan kegiatan usaha penambangan pasir menjadi kegiatan usaha peternakan sapi potong serta membantu pemerintah dengan mempercepat pengembangan serta pemerataan kepemilikan ternak yang diikat dalam suatu perjanjian, selama jangka waktu tertentu masyarakat penerima dana alih profesi wajib mengembalikan/mengangsur dana tersebut kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Bantuan dana alih profesi bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari kerusakan ekologi struktur tanah di kawasan pesisir dan sungai serta meningkatkan pendapatan yang sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota petani peternak.

(3) Manfaat dari dana alih profesi adalah mempercepat pertambahan populasi ternak, meningkatkan kualitas ternak, menyediakan pupuk kandang untuk kawasan pantai, menciptakan lapangan kerja, terbentuknya kelembagaan petani – kelompok tani – kelembagaan swasta dan koperasi, serta terbentuknya Sentra Peternakan sehingga memudahkan dalam pelayanan pengaturan produksi dan pemasaran.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DANA ALIH PROFESI

Pasal 3

(1) Penerima dana alih profesi adalah Kelompok Penambang Pasir di kawasan Pantai Parangtritis dan sekitar Jembatan Kretek serta kawasan lain yang akan ditentukan kemudian, yang selanjutnya membentuk Kelomok ternak Sapi Potong.

(2) Kelompok Ternak Sapi Potong sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan 10 – 20 ( sepuluh sampai dengan dua puluh ) orang dan bertekad tidak lagi menjadi penambang pasir.

Pasal 4

Setiap calon penerima bantuan dana Alih Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. masyarakat penambang pasir di lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3;

b. bertempat tinggal tetap;

c. telah dewasa, yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua atau pihak lain;

d. sehat jasmani dan rokhani;

e. sanggup menyediakan kandang, pakan dan mengelola ternak dengan baik;

f. bersedia mengikuti petunjuk teknis, bimbingan teknis, bimbingan teknis dan pelatihan dari Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan dan instansi yang terkait, mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Pola dana alih profesi ditentukan sebagai berikut :

a. nilai paket dana alih profesi setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah );

b. jasa/bunga dana alih profesi sebesar 0% ( nol persen )/ tanpa bunga;

c. jangka waktu pinjaman selama 5 ( lima ) tahun dengan periode angsuran setiap 6 ( enam ) bulan sekali.

Pasal 6

(1) Bantuan dana alih profesi diberikan kepada calon penerima yang telah ditetapkan oleh Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

(2) Bantuan dana alih profesi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang nilainya sebesar paket bantuan yang ti tetapkan dalam Surat Perintah Membeli Ternak ( SPMT ) untuk membeli ternak yang diinginkan kepada pedagang ternak.

(3) Masyarakat peserta alih profesi yang telah menerima bantuan dana alih profesi wajib menanda tangani Surat Perjanjian.

Pasal 7

(1) Dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Surat Perjanjian, masyarakat penerima bantuan dana alih profesi harus mengembalikan/mengangsur kepada Pemerintah Kabupaten melalui Bank BPD DIY Cabang Bantul.

(2) Anggota Kelompok Ternak penerima bantuan dana alih profesi diwajibkan untuk menabung ke Bank BPD DIY sebesar Rp. 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

BAB IV

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 8

Sebelum bantuan dana alih profesi diterimakan, Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan berkewajiban membuat suatu perencanaan alokasi dan lokasi penyebaran/pengembangan dana alih profesi dengan baik dan terarah serta melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya sebagai berikut :

a. penentuan lokasi penyebaran dana alih profesi pada tingkat Kecamatan dan Desa sesuai dengan pertimbangan teknis dan ekonomis;

b. Penyuluhan kepada calon penerima dana alih profesi dilokasi yang telah ditentukan;

c. Pendaftaran calon penerima dana alih profesi;

d. Pelaksanaan seleksi calon penerima dana alih profesi yang memenuhi persyaratan;

e. Penetapan calon penerima bantuan dana alih profesi;

f. Penyuluhan kepada calon penerima dana alih profesi yang memenuhi persyaratan;

g. Memberi pelatihan kepada calon penerima dana lih profesi yang memenuhi persyaratan sepanjang dana memungkinkan.

Pasal 9

(1) Bantuan dana alih profesi diserahkan kepada calon penerima yang telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Desa dan ditetapkan oleh Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

(2) Masyarakat penerima bantuan dana alih profesi dalam membeli ternak harus sesuai dengan rekomendasi teknis petugas peternakan mengenai kesehatan, umur, jenis dan lain-lain.

(3) Syarat ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah betina yang sudah bunting minimal 3 ( tiga ) bulan.

(4) Masyarakat calon penerima bantuan dana alih profesi harus menyelesaikan/melengkapi persyaratan administrasi dan Surat Perjanjian.

Pasal 10

(1) Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan wajib mempersiapkan sarana serta kelengkapan pelayanan kesehatan ternak untuk menjaga agar ternak selalu dalam keadaan sehat.

(2) Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan wajib melaksanakan pembinaan kepada masyarakat pembinaan kepada masyarakat penerima bantuan dana alih profesi secara teratur, baik sebelum dan sesudah menerima bantuan, guna menambah pengetahuan serta ketrampilan di bidang peternakan.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan dana alih profesi didukung oleh organisasi pelaksana yang menjalankan tugas sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawabnya.

Pasal 12

Ketentuan organisasi pelaksana sebagaimna dimaksud pada Pasal 11 adalah sebagai berikut :

a. Pemberian bantuan dana alih profesi dilaksanakan oleh Tim Pengelola dan Pengembangan Dana Alih Profesi Penambang Pasir menjadi Peternak Sapi Potong yang bertanggung jawab kepada Bupati dan Bertindak sebagai Penanggung jawab bantuan dana alih profesi secara umum.

b. Tim sebagaimana dimaksudkan huruf a, bukan merupakan organisasi struktural maupun fungsional, tetapi merupakan satuan organisasi yang anggotanya diambil dari petugas struktural/fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten, yang melaksanakan tugas secara kontinyu disamping melaksanakan tugas pokoknya pada unit kerja masing-masing;

c. Tim sebagaimana dimaksudkan huruf a,bertugas merumuskan dan mempersiapkan pemberian bantuan dana alih profesi kepada masyarakat penambang pasir, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

d. Satuan-satuan kerja Tim sebagaimana dimaksudkan huruf a, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pembantu Pelaksana selaku Tim Teknis;

e. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksudkan huruf a, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan menciptakan kerjasama yang sebaik-baiknya.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1)  Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengikuti perkembangan bantuan   dana alih profesi dengan sebaik-baiknya serta memberikan bahan-bahan yang objektif bagi usaha perbaikan dan penyempurnaan  segala kekurangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan dana alih profesi.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. melalui laporan bulanan, triwulan, maupun tahunan secara bertahap;

b. kunjungan lapangan/tatap muka dan pengumpulan data perkembangan ternak.

Pasal 14

(1) Laporan perkjembangan ternak dan batuan dana alih profesi digunakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyebaran, pembinaan dan pengembangan bantuan dana.

(2) Laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri dari :

a. laporan bulanan oleh kelompok kepada Lurah;

b. laporan triwulan oleh Lurah kepada petugas peternakan Kecamatan, diteruskan ke Dinas peternakan, kelautan dan perikanan;

c. laporan tahunan oleh Kepala dinas peternakan, kelautan dan perikanan kepada bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian.

(2) hal-hal yang memerlukan penanganan khusus, segera dan bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dalam Petunuk Teknis kepala dinas peternakan, Kelautan dan Perikanan. kepala Dinas peternakan, Kelautan dan Perikanan dapat mengambil tindakan seperlunya sepanjang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku , dan segera melaporkan kepada Bupati c.q. ketua badan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 1 APRIL 2006

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah 

Nomor    29   Tahun 2006

Tanggal  6 Agustus l 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490017858



